
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR   3    TAHUN 2024

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN G=AJI KETIGA BELAS

YANG BERSUMBER]DARI ANGGARAN PENDAPATAN]DAN BELANJA I)AERAH

TAHUN 2024

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHM:AT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan

Penerima Tunjangan Tahur, 2024, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Had

Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dal Belanja Daerah Tahun 2024;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negam Republik

lndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentaig
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

18221; V\
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

l 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan 
Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari 

Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024; 

l. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); +,4, 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintairan Daerah (l€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20i4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengal Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentaary Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (kmbararl Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahar Lemtraran Negara Republik

lndonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang

Peruba.han Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud

menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sula\i,€si

Utara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 167, Tambahan I-embaran Negara Repubfik lndonesia

Nomor 5557);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Kepada Aparatur Negara, Pensiunar, Penerima Pensiufl

dan Penerima Tunjangan Tahun 2O24 (l,embaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan

kmbaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 69 1 1 ) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daeral (Berita Negara

RepubLik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2O36) sebagaimana

telah diubah de.ngan Peraturail Mented Da.1am Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentalg Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

hoduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran

Pendapatan dan Betanja Daerah Tahun Anggaran 2024

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauar Sangihe Talrun

2023 Nomor 9, Tambahan l,€mbaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe Nomor 15); n,Q
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Kepuiauan Sangihe dan Talaud 
menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5557); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun 
dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan 

Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6911); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 
2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Sangihe Nomor 15); IV0, 

l 

l 
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Menetapkan

8. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belarrja Daerah

Talrun Anggaran 2024 (Benta Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  BUPATl  TENTANG  TEKNIS  PEMBERIAN

TUNJANGAN HARI RAYA:DAN GAJI KETlCA BELAS YANG

BERSUlvIBER  :DARI  ANGGARAN  PENDAPATAN  :DAN

BELANJA DAERAII TAllUN 2024.

BABI

KETENTUAN UMU M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.

3- Pemerintah DaeEh adalah Bupati sebagai unsur
penS,elenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenalgan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seianjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat

Daerah yang berkeduduka! sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah.

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD

Kabupaten Kepulauan Sangihe.

6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten

Kepulauan Sangihe.

7. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta

pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan. Vg,

Menetapkan 
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8. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 23); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN 

TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN 2024. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe. 

3. Pemerintah Daerah ada1ah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan Daerah. 

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD 

Kabupaten Kepulauan Sangihe. 
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten 

Kepulauan Sangihe. 

7. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta 

pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan. y&, 

l 
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8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat pNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaiar untuk
menduduki jabatan pemedntahan.

9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat

CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi

penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama

dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti

kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai

Negeri Sipil dengan gaji 100%.

1O. Pegawai Pemerintah dengan Pe{anjian Kerja yang

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara

lndonesia yarlg memenuhi syarat tertentu, yang diangkat

berdasarkan pedanjian ke{a untuk jangka waktu

tertentu dalam rangka melal<sanaka-n tugas
pemerintahan.

11. Hari Raya adalah Hari Raya ldul Fitri,

BAB II

PElvIBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN

GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasa1 2

(1)Pcmbenal tunJangan Han Raya dan GaJi Keiga Bclas

dibcrlkan.kcpada:

a. PNS dan Calon PNS,

b. IBupau danヽ″akil Bupat,

c.Pimpinan l)PRD dan Anggota DPRD;

d.PPPK.

(2) TunJangan iHan Raya dan GaJi Ke」ga Be]as tidak

dlbenkm kepada PNS:ル
ち
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8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara 

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 
CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi 

penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama 
dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti 
kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai 
Negeri Sipil dengan gaji 100%. 

10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan. 
11. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri. 

BAB II 

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN 

GAJI KETIGA BELAS 

Bagian Kesatu 

Urnum 

Pasal 2 

(1) Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

diberikan kepada: 

a. PNS dan Calon PNS; 

b. Bupati dan Wakil Bupati; 

c. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; 

d. PPPK. 
(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak 

diberikan kepada PNS: n, £ 
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a. sedang cuti diluar
sebutan lain; atau

b, sedang ditugaskan di luar
dalam negeri maupun

dibayal oleh instansi

Bagian Kedua

Pemberian Tunjangan Hari

pasal 3

(1) Tunjangan Hari Raya se

2 ayat (1,j terdiri atas:

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan;

d. tunjangan jabata)'l atau

e. tambahan penghasilal se

(satu) bulan sesuai

perundang-undangan.

(2) Dalam hal guru yang gaji

Anggaran Pendapatan dan

menerima tambahan

pada ayat (1) huruf e, dapat

sebesar tunjangan prolesi

sebesar tambahan

Negara yang diterima dalarn 1 (

(3) Tunjangan Hari Raya bagi Pim

paling banyak sebesar akum

tunjanga! keluarga dan tunj
Anggota DPRD sesuai

perundalg-undangan yang

administrasi Pimpinan dan

negara atau dengan

pemenntah balk di

uar negeri yang gajinya

pcnugasan

dimaksud dalam Pasal

umum; dan

yang diterima dalam 1

ketentuan peraturan

bersumber dari

Belanja Daerah tidak
sebagaimana dimaksud

diberikan paling balyak
ru atau paling banyak

guru Aparatur Sipil

bulan.

dan Anggota DPRD,

dari uang representasi,

jabatan Pimpinan dan

ketentuan peraturan

hak keuangan dan

DPRD.n/q,

- 5­ 

a sedang cuti diluar tanggungan negara atau dengan 
sebutan lain; atau 

b, sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di 

dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya 

dibayar oleh instansi tempat penugasan 

Bagian Kedua 

Pemberian Tunjangan Hari Raya 

Pasa13 

(!) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2ayat (1) terdiri atas: 

a. gaji pokok; 

b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; 

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan 

e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam l 
(satu) 

bulan sesuai 
dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak 

menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) huruf e, dapat diberikan paling banyak 

sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak 

sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil 

Negara yang diterima dalam 1 (satu] bulan. 
(3) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, 

paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, 

tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan Pimpinan dan 

Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan 

administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.ry, 
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(4) Dalam hal penghasilan I (

sebelum bulal Hari Raya

ayat (1) belum clibayarkan

seharusnya diterjma katena

kepada vang bersangkLltan

}(ckurangan TLlnjangan Hari
(5) Penghasilan sebagaimana

d. tunjangan jabatan atau tu
I tambahan penghasilan

diterima dalam 1 (

ketentuan peraturan

Bagian l{etiga

Pemberlan Caji lietiga B

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga B
tr4 uta1rclis terhadap Besaran Penr

d iberikan bagi CPNS melipnti:

a. 8O'% (c1e1apan puluh persen

b. tu njangan keluar.ga;

c. tunjangan pangan;

BA3 111

PENIBAYARAN

pasal 5

(1) Tunjangan lJari Ra,va untulr A

paiing ,.par t0 t"cp"lulr) hari

(2) Daiaru hal Tunjangan

pada ayat(1)bClunl dapat dl

Raya dapat dibayarkan setelah

) bulalr pada 2 (dr,ra) bulan

SC dimaksud pada

besar penghasiJan vang

berubahnya penghasilan,

tetap diberikan selisih

pada ayat (1)

dari Gaji Pokok PNS;

angan umum; dalr

g banyak sebesar yang

bulan sesuai dengan

-undangan

berlaku secala Mutatis

tunjangan HaIi Ra1'a.

Negara diba-l arkan

a sebelum tanggal Hari

Hari Ra sebagaimana dimaksurl

, Tunjangan Hari

Hali Raya.ドル
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(4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan 

sebeum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang 

seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, 
kepada vang bersangkutan tetap diberikan selisih 

kekurangan Tunjangan Hari Raya 
(5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan bagi CPNS meliputi: 

a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok PNS; 

b. tunjangan keluarga; 

c. tunjangan pangan, 

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan 

f. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang 

diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

Bagian Ketiga 

Pemberian Gaji Ketiga Belas 

Pasal 4 

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis 

Mutandis terhadap Besaran Pemberian tunjangan Hari Raya. 

BAB III 

PEMBAY ARAN 

Pasal 5 

(1) Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara dibayarkan 

paling cepat 10 (sepuluh) hari kcrja sebelum tanggal Hari 

Raya 

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hart 

Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya./A, 
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(31 Besaran TLlnjangan Harj

sebagaimana dimaksud pada

Ra-va .vang dibavarkalt

t ( 11, didasarkan pada
besaran kornponen pengl-r

bulan l\4aret l'ahun 2024.

vang dibavarkal pada

(4) Gaji Ketiga Belas se dimaksucl daiam Pasal 2
dibalarkan paling cepat pada b Juni′Pahじn2024

(5) Dalam hal Caji Ketiga Belas climaksud pada
ayat(1)belurn dapat di , Gaji Ketiga Belas dapat
dibayarkal setelall bulal Juni un 2O2+.

dibayarkan didasarkan(6) Besaran caji Ketiga Belas I,

komponen penghasilan Iang
]'ahrin 202.+.

bal.arkan pada l)u1an Mei

Pasal 6

Proses pem bayaran tunjangan H Rata dan gaji ketiga bel.rs

dilakukall sesuai dengan

yang berlaku.

perrrnclang-undangan

Pasa1 7

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Rava dan gaji hetlga

belas belsumber clari anggaral pe0dapatan dar belanja

Daerah.

BAB IV

PENlDANAAN

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 8

Pada saat Peratulan Bupati ini mulai berlaku. Peraturan

Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tang Teh:ris Pemberian

Tun-jangan Hari Ral.a dan Gaji

dari Anggaran Pendap.ltan dat'r

(Berita Daerah Katlupaten an Sargihe Tahun 2023

Belas J,ang Bersumber

a Daerah Tahun 2023

Nomor- 2), dicabut dan djnv:itakan bCrlaku・ 〆9
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(3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1j, didasarkan pada 
besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada 
bulan Maret Tahun 2024, 

(4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024 

(5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat 
dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024. 

(6) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan didasarkan 

komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 
Tahun 2024. 

Pasal 6 

Proses pembayaran tunjangan Hani Raya dan gaji ketiga belas 

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

BABIV 
PENDANAAN 

Pasal 7 

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga 
belas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 
Daerah 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 

(Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 

Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. vf, 
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pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai bertaku pada tanggal
diundangkar,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe_F/$

Dltetapkan dl Tahuna

pada tal■gga1  22 Maret 2024

巧 . SANGIHE,

RINNY T AN

Diundangkan di Tahuna

pada tangga1  22 Maret 2024

SEKRETARIS I)AERAII KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

N HARRYヽVOLFF

BERITA I)AERAHIKABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024 NOMOR 3
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Pasa19 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.tvd, 

Ditetapkan di Tahuna 
pada tanggal 22 Maret 2024 

PULAUAN SANGIHE, 

RINNYT�UAN 

Diundangkan di Tahuna 

pada tanggal 22 Maret 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024 NOMOR 3 


